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BAB 6 

SARAN 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 

telah dilaksanakan di Apotek Libra selama lima minggu, yang berlangsung 

mulai tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017, ada beberapa saran atau 

masukkan bagi calon apoteker, sebagai berikut: 

a. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan 

tepat kepada pasien, serta membekali diri dengan pengetahuan yang 

cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar 

dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

kepada masyarakat dengan benar dan jelas. 

b. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar 

pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen 

apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam 

melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu 

PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan 

efektif dan efisien. 

c. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan 

kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal 

sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

dalam mengelola apotek. 

d. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari macam - 

macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan 

yang didapatkan lebih banyak. 

e. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan 

keuntungan bagi pasien karena pasien dapat mengungkapkan tentang  
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keluhan-keluhan yang dirasakannya dan peran apoteker dapat berfungsi 

secara optimal serta dapat menerapkan Patient Medication Record (PMR) 

sebagai salah satu wujud pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk 

menjalankan peran apoteker dalam masyarakat. 
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